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KASUS DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI) 
 
Abstrak  
Jual beli tanah adalah Suatu pemindahan hak tanah untuk mengalihkan hak atas 
tanah kepada pihak lain. Akan tetapi dalam jual beli tanah masih banyak dijumpai 
perselisihan antara para pihak. misalnya pihak pembeli tidak bisa melakukan balik 
nama atas tanah tersebut dikarenakan kurangnya cukup bukti yang kuat untuk 
melakukan balik nama atas tanah miliknya karena perjanjian hanya berupa akta 
dibawah tangan ,bisa juga tanpa disadari pihak pembeli tidak menyadari bahwa 
tanah yang dia beli adalah tanah sengketa. Tujuan penelitian ini adalah; a) untuk 
mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Perkara Jual Beli 
Hak Milik Atas Tanah Yang Menggunakan Akta Di Bawah Tangan; b) untuk 
mengetahui Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Pada Kasus Jual Beli 
Hak Milik Atas Tanah Di Pengadilan Negeri Wonogiri; c) untuk mengetahui Hakim 
Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Jual Beli Hak Atas Tanah Yang 
Terbukti Memakai Akta Di Bawah Tangan. Metode pendekatan yang diterapkan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, sedangkan jenis penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai 
proses penyelesaian perkara jual beli tanah yang menggunakan akta dibawah tangan 
di wonogiri. Hasil penelitian yang diperpoleh adalah; majelis berpendapat syarat 
formil dan materiil atas tanah dan bangunan obyek perkara sebagaimana didalilkan 
Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak terpenuhi sedangkan atas obyek sengketa 
yaitu tanah dan bangunan telah terjadi jual beli yang sah sebagaimana ketentuan 
hukum jual beli atas tanah antara Tergugat I yang dilakukan dihadapan Turut 
Tergugat II sebagai PPAT dan selanjutnya Majelis berpendapat Turut Tergugat I 
sebagai pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi menurut Undang-Undang. 
Pertimbangan hukumnya bahwa jual beli yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I 
sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan jual beli yang dilakukan 
oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat II pada tanggal 25 Pebruari 2010 dengan 
Akte Perjajian Perikatan Jual Beli Nomor 14 adalah tidak sah karena tidak 
memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdata di atas, yaitu suatu sebab yang halal. 
Artinya bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat I 
tidak memenuhi unsur sebab yang halal. 
 
Kata kunci: Jual Beli Tanah, Terjadi Perkara, Penyelesaian Perkara di Pengadilan 




Sale and purchase of land is a transfer of land rights to transfer land rights to 
another party. However, in the sale and purchase of land there are still many 
disputes between the parties. for example, the buyer cannot reverse the name of the 




also unwittingly the buyer does not realize that the land he bought is disputed land. 
The purpose of this study is; a) to find out the Judge's Consideration in Determining 
the Verification of the Case of Ownership of Sale and Purchase of Land Using a 
Deed Under the Hand; b) to find out the Power of Proof of the Deed Under the 
Hand in the Case of the Right to Buy and Sell on Land in the Wonogiri District 
Court; c) to find out the Judge in Determining Decisions Against Cases of Sale and 
Purchase of Land Rights Proven to Use a Deed Under the Hand. The approach 
method applied in this study is a normative approach, while the type of research 
used is descriptive, namely to describe clearly the process of settlement of land sale 
and purchase cases using underhanded deeds in Wonogiri. The research results 
obtained are; the assembly argued that the formal and material conditions for land 
and building objects as argued by the Plaintiff in the Letter of Claim were not 
fulfilled while the object of the dispute was land and buildings as the Property 
Rights Certificate Number 518 in Tanjungasari Village on behalf of Sugiyatmi Istri 
Raji. Land sale and purchase between Defendant I and Defendant I is carried out 
before Defendant II as PPAT and then the Panel is of the opinion that the Defendant 
I as a good intention buyer must be protected according to the Law ".The legal 
consideration is that the sale and purchase of the Plaintiff and Defendant I is in 
accordance with Article 1320 of the Civil Code which reads: For the validity of an 
agreement four conditions are required: a) agree that those who bind themselves; b) 
ability to make an agreement; c) certain things; d) a reason that is lawful. Whereas 
the sale and purchase was carried out by Defendant I with Defendant II on February 
25, 2010 with the Deed of Sale and Purchase Agreement Number 14 is invalid 
because it does not fulfill the element of Article 1320 of the Civil Code above, 
which is a lawful cause. This means that the sale and purchase carried out by 
Defendant I with the Defendant I did not fulfill the element of halal cause. 
 




Pada dasarnya manusia membutuhkan manusia lain di dalam pemenuhan 
kebutuhannya maka dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk 
berinteraksi dan mengikatkan diri dengan sesamanya. sehingga di dalam hal ini 
manusia tidak bisa lepas dari suatu perjanjian yang mana dalam perjanjian 
melibatkan lebih dari satu orang. Dimana kita mengenal salah satu perjanjian itu 
adalah perjanjian jual beli. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang 




 Pengertian jual beli dapat dilihat dalam pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi: 
“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga 
yang telah dijanjikan.” 
 Pengertian jual beli tanah menurut Soetomo,SH adalah“ Suatu pemindahan hak 
tanah untuk mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain”. 1“Jual beli itu dianggap 
sudah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai 
sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum 
diserahkan maupun harganya belum dibayar”. 
 Dengan demikian, karena kedua-duanya telah saling bersepakat untuk saling 
mengikatkan diri yang satu terhadap yang lain untuk memberikan suatu prestasi 
tertentu. Maka diantara mereka ada perikatan, dimana pada pihak yang satu ada hak 
dan pada pihak yang lain ada kewajiban. Dimana hak dan kewajiban itu mempunyai 
nilai ekonomis.2 
 Pada dasarnya perjanjian jual beli belum memindahkan hak milik atas barang. 
Yang memindahkan hak milik ini adalah suatu perbuatan hukum yang dinamakan 
“penyerahan“. Adapun penyerahan ini berbeda-beda menurut macam barang yang 
diserahkan misalnya tanah, barang bergerak, ataupun piutang. Disini jelas bahwa 
pembayaran merupakan sarana yang penting untuk membantu melancarkan 
peralihan hak milik atas tanah yang akan dijual.3 
 Dalam hal yang berhubungan dengan jual beli tanah sering kali menimbulkan 
potensi sengketa yang berkepanjangan, walaupun dalam jual beli tanah tersebut 
sudah dilaksanakan secara benar yaitu pihak pembeli membayar sejumlah uang 
sedangkan pihak penjual menyerahkan tanah sehingga telah terjadi peralihan hak 
milik tersebut secara sah, selain itu para pihak juga menggunakan bukti tertulis 
dalam melakukan jual beli dengan maksud bahwa bukti-bukti tersebut dapat 
digunakan dikemudian hari apabila terjadi perselisihan ataupun persengketaan para 
                                                          
1 Soetomo, 1981, Pedoman Jual-Beli Tanah dan Sertifikat, Universitas Brawijaya Malang, hal. 17. 
2 J. Satrio, 1992, Hukum Perikatan. Bandung : Alumni. hal. 3. 




pihak. Akan tetapi dalam kasus jual beli tanah masih banyak dijumpai perselisihan 
antara para pihak. Karena tanpa disadari para pihak yang melakukan jual beli tanah 
khususnya pihak pembeli tanah tidak bisa menguasai dan mempergunakan tanahnya 
secara leluasa, misalnya pihak pembeli tidak bisa melakukan balik nama atas tanah 
tersebut dikarenakan kurangnya cukup bukti yang kuat untuk melakukan balik nama 
atas tanah miliknya,bisa juga tanpa disadari pihak pembeli tidak menyadari bahwa 
tanah yang dia beli adalah tanah sengketa. Di sini para pihak menggunakan akta di 
bawah tangan yaitu akta yang ditanda tangani para pihak yang melakukan jual beli 
tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. padahal sebenarnya dalam 
meyelesaiakan jual beli atas tanah dan pemenuhan hak atas tanah harus 
dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang untuk mendapatkan akta otentik, 
yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Oleh karena dalam 
perjanjian jual beli hak atas tanah dengan memakai akta di bawah tangan sering 
menimbulkan perkara yang pada akhirnya perkara tersebut sampai ke Pengadilan 
Negeri Wonogiri. 
 Dengan demikian, hakim mempunyai peranan yang penting untuk menemukan 
dan bertindak secara tepat dalam pengambilan keputusan atas kebenaran suatu 
peristiwa yang dihadapkan kepadanya. Khususnya hakim berperan penuh dalam 
upaya menyelesaikan sengketa dan menentukan hukum dari peristiwa yang akan 
diselesaikannya. 
 Hal inilah yang menjadi dorongan bagi penulis untuk mengambil dan 
menjadikannya penulisan skripsi dengan judul “Proses Penyelesaian Perkara Jual 
Beli  Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Wonogiri)  
 Atas dasar uraian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan pemasalahan sebagai 
berikut : a) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara 
jual beli hak milik atas tanah yang menggunakan akta di bawah tangan?; b) 
Bagaimana hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara jual beli hak atas 
tanah yang terbukti memakai akta di bawah tangan?; c) Bagaimana kekuatan 
pembuktian akta di bawah tangan pada kasus jual beli hak milik atas tanah di 





Tujuan penelitian ini adalah; a)  untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam 
Menentukan Pembuktian Perkara Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang 
Menggunakan Akta Di Bawah Tangan; b) untuk mengetahui Kekuatan Pembuktian 
Akta Di Bawah Tangan Pada Kasus Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Pengadilan 
Negeri Wonogiri; c) untuk mengetahui Hakim Dalam Menentukan Putusan 
Terhadap Perkara Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Terbukti Memakai Akta Di 
Bawah Tangan 
2. METODE 
Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
normatif. Karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah 
hokum, asas-asas hukum, sehingga dapat diketahui legalitas proses penyelesaian 
perkara jual beli tanah yang menggunakan akta dibawah tangan di wonogiri. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara 
jelas mengenai proses penyelesaian perkara jual beli tanah yang menggunakan akta 
dibawah tangan di wonogiri 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Perkara Jual Beli 
Hak Milik Atas Tanah Yang Menggunakan Akta Di Bawah Tangan 
Di dalam menentukan sebuah putusan, seorang hakim harus terlebih dahulu harus 
memperhatikan isi gugatan serta pembuktian dari penggugat dalam pembuktian 
gugatannya. Inti pokok gugatan yang diajukan penggugat adalah sebagai berikut: 
a. Ny. Hendrati (Penggugat)  pada tanggal 11 Maret 2003 telah membeli sebidang 
tanah dan bangunan tingkat 2 (dua) yang terletak di atas Sertifikat Hak Milik 
No. 518 terletak di Desa Tanjungsari Kecamatan Jatisrono, Kabupaten 
Wonogiri, tercatat atas nama Sugiyatmi Istri Raji (Tergugat I), luas ± 500 m2, 
dengan kesepakatan harga Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), 
tercatat dalam kwitansi jual beli tertanggal 11 Maret 2003. 
b. oleh karena Tergugat I tidak juga melaksanakan balik nama dan menyerahkan 




Menyewa antara Penggugat dan Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan 
bahwa Tergugat I mengakui telah menjual obyek sengketa kepada Penggugat 
dan kemudian karena Tergugat I belum mempunyai tempat tinggal maka 
Tergugat I  menyewa obyek sengketa dari Penggugat yang diperhitungkan dari 
bulan Maret 2004 sampai dengan bulan Maret 2008 dengan uang sewa 
Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan dan Tergugat I sanggup untuk 
balik nama dan menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan bersih 
kepada Penggugat selambatlambatnya tanggal 4 Juni 2008. 
c. Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat I agar segera 
melaksanakan balik nama dan menyerahkan obyek sengketa dari Tergugat I 
kepada Penggugat, namun Tergugat I tidak pernah menggubrisnya. Kemudian 
ketika pada bulan Januari 2010 Penggugat menyuruh karyawannya yang 
bernama Bejo untuk meminta kunci atas obyek sengketa, ternyata Tergugat I 
tidak mau menyerahkannya dan malah mengatakan kepada Bejo bahwa 
Tergugat I tidak pernah menjual obyek sengketa kepada Penggugat. 
d. Akan tetapi tiba-tiba pada tanggal 25 Februari 2010 Penggugat mengetahui ada 
Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 14 tanggal 25 Februari 2010 antara 
Tergugat I dengan  Ny. Sutarmi (Turut Tergugat I) yang dibuat dihadapan 
Hendrawan Guna Wijaya,SH/Notaris-PPAT di Wonogiri  (Turut Tergugat II) 
dengan harga 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Akte tersebut 
juga disertai dengan Akte Kuasa No.15 tanggal 25 Februari 2010 yang isinya 
seperti tertuang dalam Akte Kuasa. 
e. Pembuatan Akta Perjanjian Perikatan Jual  Beli Nomor 14 tanggal 25 Februari 
2010 dengan Akte Kuasa No.15 tanggal 25 Februari 2010  tersebut jelasjelas 
tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pihak yang paling 
berhak atas obyek sengketa. Oleh karena itu pembuatan Akta Perjanjian 
Perikatan Jual  Beli Nomor 14 tanggal 25 Februari 2010 tersebut  adalah 
mengandung cacat hukum sehingga akte tersebut batal demi hukum. 
f. Perbuatan Tergugat I yang tidak menepati janjinya yaitu akan melaksanakan 




No.518 (obyek sengketa) dan kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam 
keadaan baik dan bersih dari Tergugat I kepada Penggugat adalah merupakan 
perbuatan wanprestasi. 
 Kesimpulan dari gugatan tersebut adalah Penggugat selaku pemilik atas 
Sertifikat Hak Milik No. 518 terletak di Desa Tanjungsari Kecamatan Jatisrono, 
Kabupaten Wonogiri, tercatat atas nama Sugiyatmi Istri Raji (Tergugat I), luas ± 
500 m2, dengan kesepakatan harga Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta 
rupiah), tercatat dalam kwitansi jual beli tertanggal 11 Maret 2003. Penggugat 
memberikan tenggang waktu kepada Tergugat selama 2 bulan untuk menempati 
rumah dikarenakan Tergugat belum memiliki rumah baru, akan tetapi setelah 2 
bulan berakhir Tergugat belum juga mengosongkan rumah milik dari Penggugat 
dengan berbagai macam alasan dan tidak melakukan balik nama atas pemilik rumah 
tersebut menjadi milik Penggugat. 
 Penggugat mendatangi Tergugat I ditempatnya untuk meminta penjelasan 
kepada Tergugat I. Tergugat I dihadapan Penggugat dan para saksi mengakui 
memang telah menjual obyek sengketa kepada Penggugat dan Tergugat I juga 
berjanji akan segera melakukan balik nama terhadap Sertifikat HM no.518 dari 
Tergugat menjadi atas nama Penggugat dan berjanji akan segera mengosongkan 
obyek sengketa segera setelah balik nama dilaksanakan. Akan tetapi tiba-tiba pada 
tanggal 25 Februari 2010 Penggugat mengetahui ada Akta Perjanjian Perikatan Jual 
Beli No. 14 tanggal 25 Februari 2010 antara Tergugat I dengan  Ny. Sutarmi (Turut 
Tergugat I) yang dibuat dihadapan Hendrawan Guna Wijaya,SH/Notaris-PPAT di 
Wonogiri  (Turut Tergugat II) dengan harga 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus 
juta rupiah). Akte tersebut juga disertai dengan Akte Kuasa No.15 tanggal 25 
Februari 2010 yang isinya seperti tertuang dalam Akte Kuasa. Pembuatan Akta 
Perjanjian Perikatan Jual  Beli Nomor 14 tanggal 25 Februari 2010 dengan Akte 
Kuasa No.15 tanggal 25 Februari 2010  tersebut jelas-jelas tanpa seijin atau tanpa 
sepengetahuan Penggugat sebagai pihak yang paling berhak atas obyek sengketa. 




25 Februari 2010 tersebut  adalah mengandung cacat hukum sehingga akte tersebut 
batal demi hukum dan perbuatan dari Tergugat I merupakan perbuatan wanprestasi. 
 Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, diantaranya sebagai 
berikut: Keinginan Penggugat dalam gugatannya, dalam perkara ini, semata-mata 
hanyalah menuruti nafsu Penggugat untuk menguasai tanah Tergugat tanpa bukti 
yang jelas dan bertele-bertele. Dan apabila dituruti keinginan Penggugat hanyalah 
akan menghambur-hamburkan waktu Tergugat I dan semua pihak yang terlibat 
dalam perkara ini. Hal ini hanyalah akan menambah derita dan kerugian yang 
dialami Tergugat I, baik secara moril, materiil serta in-materiil. Yang tentunya hal 
ini sangatlah tidak sesuai dengan edaran Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia, serta tujuan hukum, untuk menyelesaikan perkara, secara cepat dan biaya 
ringan. Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat 
untuk menolak meneruskan memeriksa perkara ini, dengan pertimbangan “nebis in 
idem” dan apabila perkara ini diteruskan justru hanya akan menambah runyam dan 
memperkeruh keadaan ; 
 Kesimpulan Eksepsi Tergugat II; untuk mengetahui apakah benar telah terjadi 
jual-beli tanah maka dapat diketahui apakah syarat-syarat sebagaimana diisyaratkan 
dalam peraturan hukum pertanahan sudah terpenuhi atau belum dan apabila syarat-
syarat sebagaimana tersebut belum terpenuhi maka tidak pernah ada jual beli tanah 
atau sebaliknya dan syarat sebagaimana dalam peraturan hukum pertanahan tersebut 
ada 3 (tiga) syarat, yaitu : a) Terang Maksudnya jual beli tanah tersebut dilakukan 
dihadapan pejabat yang berwenang yaitu P.P.A.T;  b) Tunai, Maksudnya tanah yang 
dijual tersebut sudah dibayar atau  dilakukan pembayaran oleh Pembeli kepada 
penjual, 
 Tanah atau obyek yang dijual tersebut sudah diserahkan oleh penjual kepada 
pembeli. Dan apabila salah satu syarat sebagaimana dalam peraturan hukum 
pertanahan tersebut  tidak dipenuhi maka dapat diketahui kalau sebenarnya tidak 
pernah ada jual-beli tanah. Berdasarkan hal tersebut di atas sebenarnya tidak pernah 
ada jual-beli karena apa mungkin di jaman sekarang orang beli tanah senilai 




tanpa Sertifikat dan menguasai obyek sengketa serta baru 7 (tujuh) tahun 
mengajukan gugatan menuntut haknya, sehingga sangatlah tidak mendasarkan 
hukum gugatan dari Penggugat. 
 Kesimpulan Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Perkara Jual 
Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Menggunakan Akta Di Bawah Tangan Penggugat 
selaku pemilik atas Sertifikat Hak Milik No. 518 terletak di Desa Tanjungsari 
Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, tercatat atas nama Sugiyatmi Istri Raji 
(Tergugat I), luas ± 500 m2, dengan kesepakatan harga Rp.550.000.000,- (lima 
ratus lima puluh juta rupiah), tercatat dalam kwitansi jual beli tertanggal 11 Maret 
2003. Penggugat memberikan tenggang waktu kepada Tergugat selama 2 bulan 
untuk menempati rumah dikarenakan Tergugat belum memiliki rumah baru, akan 
tetapi setelah 2 bulan berakhir Tergugat belum juga mengosongkan rumah milik 
dari Penggugat dengan berbagai macam alasan dan tidak melakukan balik nama 
atas pemilik rumah tersebut menjadi milik Penggugat. 
 Karena Tergugat I tidak juga melaksanakan balik nama dan menyerahkan obyek 
sengketa, maka tanggal 24 Maret 2008 dibuatlah Perjanjian Sewa Menyewa antara 
Penggugat dan Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I 
mengakui telah menjual obyek sengketa kepada Penggugat dan kemudian karena 
Tergugat I belum mempunyai tempat tinggal maka Tergugat I menyewa obyek 
sengketa dari Penggugat yang diperhitungkan dari bulan Maret 2004 sampai dengan 
bulan Maret 2008 dengan uang sewa Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan 
dan Tergugat I sanggup untuk balik nama dan menyerahkan obyek sengketa dalam 
keadaan kosong dan bersih kepada Penggugat selambatlambatnya tanggal 4 Juni 
2008. Akan tetapi tiba-tiba pada tanggal 25 Februari 2010 Penggugat mengetahui 
ada Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 14 tanggal 25 Februari 2010 antara 
Tergugat I dengan  Ny. Sutarmi (Turut Tergugat I) yang dibuat dihadapan 
Hendrawan Guna Wijaya,SH/Notaris-PPAT di Wonogiri  (Turut Tergugat II) 
dengan harga 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Akte tersebut 
juga disertai dengan Akte Kuasa No.15 tanggal 25 Februari 2010 yang isinya 




Nomor 14 tanggal 25 Februari 2010 dengan Akte Kuasa No.15 tanggal 25 Februari 
2010  tersebut jelas-jelas tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai 
pihak yang paling berhak atas obyek sengketa. Oleh karena itu pembuatan Akta 
Perjanjian Perikatan Jual  Beli Nomor 14 tanggal 25 Februari 2010 tersebut  adalah 
mengandung cacat hukum sehingga akte tersebut batal demi hukum dan perbuatan 
dari Tergugat I merupakan perbuatan wanprestasi. 
 
3.2 Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Jual Beli Hak Atas 
Tanah Yang Terbukti Memakai Akta Di Bawah Tangan 
Pertimbangan hukumnya bahwa jual beli yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I 
sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang bunyinya: Untuk sahnya suatu 
perjanjian diperlukan empat syarat : a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) suatu hal tertentu; d) suatu sebab 
yang halal Dengan demikian maka jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan 
Tergugat I pada tanggal 11 Maret 2003 adalah sah secara hukum. Sedangkan jual 
beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat II pada tanggal 25 
Pebruari 2010 dengan Akte Perjajian Perikatan Jual Beli Nomor 14 adalah tidak sah 
karena tidak memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdata di atas, yaitu suatu sebab 
yang halal. Artinya bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Turut 
Tergugat I tidak memenuhi unsur sebab yang halal. Alasannya adalah bahwa pada 
saat Tergugat I menjual tanah sengketa kepada Turut Tergugat I kondisi tanah 
sengketa sudah bukan milik Tergugat I lagi karena sudah dijual kepada Penggugat. 
Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat I 
adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku. 
Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum.  
 Majelis berpendapat syarat formil dan materiil atas tanah dan bangunan obyek 
perkara sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak terpenuhi 
sedangkan atas obyek sengketa yaitu tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat 
Hak Milik Nomor 518 Desa Tanjungasari atas nama Sugiyatmi istri Raji telah 




Tergugat I dengan Turut Tergugat I yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat II 
sebagai PPAT dan selanjutnya Majelis berpendapat Turut Tergugat I sebagai 
pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi menurut Undang-Undang". 
 
3.3 Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Pada Kasus Jual Beli Hak 
Milik Atas Tanah Di Pengadilan Negeri Wonogiri  
Syarat untuk sahnya jual beli atas tanah menurut hukum adat adalah terang dan 
tunai, oleh karena itu jual beli tanah objek sengketa dari Tergugat kepada 
Penggugat yang hanya menggunakan selembar kwitansi dan disangkal oleh 
Tergugat maka Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. 
Bahwa jual beli tanah objek sengketa dari Tergugat kepara Turut Tergugat sah 
karena dilakukan oleh/dihadapan Notaris Hendrawan Guna Wijaya dalam 
perjanjian perikatan jual beli No. 14 tanggal  25 Februari 2010, oleh karena itu 
Turut Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, apabila 
Penggugat merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada 
Tergugat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian 
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat 
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan 
dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, 
adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi 
syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam 
kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak 
berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 
Undang-Undang No.3 Tahun 2009. 
 Kesimpulan alat bukti dari jual beli dengan akta di bawah tangan yang dilakukan 
Penggugat dengan Tergugat adalah tidak berlaku sebab Syarat untuk sahnya jual 
beli atas tanah menurut hukum adat adalah terang dan tunai, oleh karena itu jual beli 




selembar kwitansi dan disangkal oleh Tergugat maka Penggugat dianggap tidak 
dapat membuktikan dalil gugatannya. 
 
3.4 Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Perkara Jual Beli 
Hak Milik Atas Tanah Yang Menggunakan Akta Di Bawah Tangan 
Karena Tergugat I tidak juga melaksanakan balik nama dan menyerahkan obyek 
sengketa, maka tanggal 24 Maret 2008 dibuatlah Perjanjian Sewa Menyewa antara 
Penggugat dan Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I 
mengakui telah menjual obyek sengketa kepada Penggugat dan menempati obyek 
senggketa dengan uang sewa Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan. Akan 
tetapi tiba-tiba pada tanggal 25 Februari 2010 Penggugat mengetahui ada Akta 
Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 14 tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat 
dihadapan Hendrawan Guna Wijaya,SH/Notaris-PPAT di Wonogiri  (Turut 
Tergugat II) dengan harga 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). 
Pembuatan Akta Perjanjian Perikatan Jual  Beli Nomor 14 tanggal 25 Februari 2010 
dengan Akte Kuasa No.15 tanggal 25 Februari 2010  tersebut tanpa seijin atau tanpa 
sepengetahuan Penggugat sebagai pihak yang paling berhak atas obyek sengketa. 
 Hakim berkesimpulan pembuatan Akta Perjanjian Perikatan Jual  Beli Nomor 14 
tanggal 25 Februari 2010 dengan Akte Kuasa No.15 tanggal 25 Februari 2010  
tersebut jelas-jelas tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pihak 
yang paling berhak atas obyek sengketa. Oleh karena itu pembuatan Akta Perjanjian 
Perikatan Jual  Beli Nomor 14 tanggal 25 Februari 2010 tersebut  adalah 
mengandung cacat hukum sehingga akte tersebut batal demi hukum dan perbuatan 
dari Tergugat I merupakan perbuatan wanprestasi. 
 
3.5 Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Jual Beli Hak Atas 
Tanah Yang Terbukti Memakai Akta Di Bawah Tangan 
Pertimbangan hukumnya bahwa jual beli yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I 
sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang bunyinya: Untuk sahnya suatu 




b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) suatu hal tertentu; d) suatu sebab 
yang halal Dengan demikian maka jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan 
Tergugat I pada tanggal 11 Maret 2003 adalah sah secara hukum. Sedangkan jual 
beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat II pada tanggal 25 
Pebruari 2010 dengan Akte Perjajian Perikatan Jual Beli Nomor 14 adalah tidak sah 
karena tidak memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdata di atas, yaitu suatu sebab 
yang halal. Artinya bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Turut 
Tergugat I tidak memenuhi unsur sebab yang halal. Alasannya adalah bahwa pada 
saat Tergugat I menjual tanah sengketa kepada Turut Tergugat I kondisi tanah 
sengketa sudah bukan milik Tergugat I lagi karena sudah dijual kepada Penggugat. 
Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat I 
adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku. 
Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum.  
 
3.6 Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Pada Kasus Jual Beli Hak 
Milik Atas Tanah Di Pengadilan Negeri Wonogiri  
Kesimpulan alat bukti dari jual beli dengan akta di bawah tangan yang dilakukan 
Penggugat dengan Tergugat adalah tidak berlaku sebab Syarat untuk sahnya jual 
beli atas tanah menurut hukum adat adalah terang dan tunai, oleh karena itu jual beli 
tanah objek sengketa dari Tergugat kepada Penggugat yang hanya menggunakan 
selembar kwitansi dan disangkal oleh Tergugat maka Penggugat dianggap tidak 
dapat membuktikan dalil gugatannya. 
 Bahwa jual beli tanah objek sengketa dari Tergugat kepara Turut Tergugat sah 
karena dilakukan oleh/dihadapan Notaris Hendrawan Guna Wijaya dalam perjanjian 
perikatan jual beli No. 14 tanggal  25 Februari 2010, oleh karena itu Turut Tergugat 
sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, apabila Penggugat merasa 
dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat, lagi pula alasan-
alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan 
tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan 




dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang 
berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya 
putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui 
batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang 
No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang 
No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009. 
4. PENUTUP  
4.1 Kesimpulan 
a) Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Perkara Jual Beli Hak 
Milik Atas Tanah Yang Menggunakan Akta Di Bawah Tangan 
Karena Tergugat I tidak juga melaksanakan balik nama dan menyerahkan obyek 
sengketa, maka tanggal 24 Maret 2008 dibuatlah Perjanjian Sewa Menyewa 
antara Penggugat dan Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa 
Tergugat I mengakui telah menjual obyek sengketa kepada Penggugat dan 
menempati obyek senggketa dengan uang sewa Rp.10.000.000 (sepuluh juta 
rupiah) perbulan. Akan tetapi tiba-tiba pada tanggal 25 Februari 2010 Penggugat 
mengetahui ada Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 14 tanggal 25 Februari 
2010 yang dibuat dihadapan Hendrawan Guna Wijaya,SH/Notaris-PPAT di 
Wonogiri  (Turut Tergugat II) dengan harga 1.500.000.000,- (satu milyar lima 
ratus juta rupiah). Pembuatan Akta Perjanjian Perikatan Jual  Beli Nomor 14 
tanggal 25 Februari 2010 dengan Akte Kuasa No.15 tanggal 25 Februari 2010  
tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pihak yang 
paling berhak atas obyek sengketa. 
 Tanah atau obyek yang dijual tersebut sudah diserahkan oleh penjual kepada 
pembeli. Dan apabila salah satu syarat sebagaimana dalam peraturan hukum 
pertanahan tersebut  tidak dipenuhi maka dapat diketahui kalau sebenarnya tidak 
pernah ada jual-beli tanah. Berdasarkan hal tersebut di atas sebenarnya tidak 
pernah ada jual-beli karena apa mungkin di jaman sekarang orang beli tanah 




diberikan kwitansi tanpa Sertifikat dan menguasai obyek sengketa serta baru 7 
(tujuh) tahun mengajukan gugatan menuntut haknya, sehingga sangatlah tidak 
mendasarkan hukum gugatan dari Penggugat. 
 Hakim berkesimpulan pembuatan Akta Perjanjian Perikatan Jual  Beli Nomor 14 
tanggal 25 Februari 2010 dengan Akte Kuasa No.15 tanggal 25 Februari 2010  
tersebut jelas-jelas tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai 
pihak yang paling berhak atas obyek sengketa. Oleh karena itu pembuatan Akta 
Perjanjian Perikatan Jual  Beli Nomor 14 tanggal 25 Februari 2010 tersebut  
adalah mengandung cacat hukum sehingga akte tersebut batal demi hukum dan 
perbuatan dari Tergugat I merupakan perbuatan wanprestasi. 
b) Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Jual Beli Hak Atas Tanah 
Yang Terbukti Memakai Akta Di Bawah Tangan 
Majelis berpendapat syarat formil dan materiil atas tanah dan bangunan obyek 
perkara sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak 
terpenuhi sedangkan atas obyek sengketa yaitu tanah dan bangunan sebagaimana 
Sertifikat Hak Milik Nomor 518 Desa Tanjungasari atas nama Sugiyatmi istri 
Raji telah terjadi jual beli yang sah sebagaimana ketentuan hukum jual beli atas 
tanah antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I yang dilakukan dihadapan 
Turut Tergugat II sebagai PPAT dan selanjutnya Majelis berpendapat Turut 
Tergugat I sebagai pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi menurut 
Undang-Undang". 
 Pertimbangan hukumnya bahwa jual beli yang dilakukan Penggugat dan 
Tergugat I sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang bunyinya: Untuk 
sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : a) sepakat mereka yang 
mengikatkan dirinya; b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) suatu hal 
tertentu; d) suatu sebab yang halal Dengan demikian maka jual beli yang 
dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 11 Maret 2003 adalah 
sah secara hukum. Sedangkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan 
Turut Tergugat II pada tanggal 25 Pebruari 2010 dengan Akte Perjajian 




pasal 1320 KUHPerdata di atas, yaitu suatu sebab yang halal. Artinya bahwa 
jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat I tidak 
memenuhi unsur sebab yang halal. Alasannya adalah bahwa pada saat Tergugat I 
menjual tanah sengketa kepada Turut Tergugat I kondisi tanah sengketa sudah 
bukan milik Tergugat I lagi karena sudah dijual kepada Penggugat. Dengan 
demikian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat I 
adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku. 
Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum.  
c) Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Pada Kasus Jual Beli Hak Milik 
Atas Tanah Di Pengadilan Negeri Wonogiri  
Kesimpulan alat bukti dari jual beli dengan akta di bawah tangan yang dilakukan 
Penggugat dengan Tergugat adalah tidak berlaku sebab Syarat untuk sahnya jual 
beli atas tanah menurut hukum adat adalah terang dan tunai, oleh karena itu jual 
beli tanah objek sengketa dari Tergugat kepada Penggugat yang hanya 
menggunakan selembar kwitansi dan disangkal oleh Tergugat maka Penggugat 
dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. 
 Bahwa jual beli tanah objek sengketa dari Tergugat kepara Turut Tergugat sah 
karena dilakukan oleh/dihadapan Notaris Hendrawan Guna Wijaya dalam 
perjanjian perikatan jual beli No. 14 tanggal  25 Februari 2010, oleh karena itu 
Turut Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, apabila 
Penggugat merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada 
Tergugat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian 
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat 
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan 
dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan 
hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam 
memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan 
yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau 
bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, 




1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009. 
 
4.2 Saran  
Diharapkan kedepannya PPAT dalam melakukan proses jual beli tanah dan balik 
nama sertfikat melakukan pengecekan lebih baik terhadap para pihak dan status 
tanah yang menjadi obyek perjanjian. 
 Diharapkan kedepannya para pihak yang melakukan perjanjian jual beli tanah 
bersikap jujur terhadap status tanah, demikian juga terhadap subyek penjual 
maupun pembeli sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. 
 Untuk hakim, diharapkan dalam melakukan pembuktian tidak hanya 
memperhatikan undang-undang dan alat bukti dokumen, akan tetapi diharapkan 
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